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Abstract 

The education gap due to poverty is a multidimensional problem influenced by 
economic, geographical and structural policy factors. Although various studies have 
highlighted these determinants, the role of social institutions in addressing education 
disparities has received less systematic attention. This study aims to examine in depth 
the strategic contribution of social institutions in reducing inequality in access and 
quality of education for vulnerable groups. Using a qualitative approach with the 
Systematic Literature Review (SLR) method, this study analyzes scientific 
publications from the Dimensions and Scopus databases in the period 2020-2025. The 
analysis shows that social institutions act as catalytic agents in providing alternative 
education services, building cross-sector partnerships and bridging marginalized 
groups with the formal education system. The findings also indicate that the 
effectiveness of interventions depends on synergies between economic, spatial and 
institutional dimensions. The research emphasizes the importance of collaborative 
models between social institutions, local governments and the private sector in 
designing inclusive and sustainable education policies. Recommendations point to the 
need for longitudinal studies to evaluate the implementation of SDGs-based 
education policies in areas with high disparities. 
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A. Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan isu utama yang dihadapi oleh banyak negara 

di seluruh dunia. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa setiap negara 

terpengaruh secara merata, variasi dalam tingkat dan jumlah penduduk 

miskin terdapat di setiap negara. Hampir tidak ada negara yang sepenuhnya 

terhindar dari masalah ini. Bahkan, negara-negara yang kaya dan 

berkembang dalam ilmu pengetahuan serta industri juga masih menghadapi 

kemiskinan meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (Faradilla et al., 2024). 

Kemiskinan adalah isu yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen 

yang saling berhubungan. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan 

ketidakmampuan seseorang atau sebuah keluarga untuk memenuhi 

keperluan dasar mereka secara finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial dan budaya yang berpengaruh pada akses kepada layanan 

pendidikan dan kesehatan, norma-norma sosial, serta kesempatan 

dalam komunitas (Pratama, 2023).  

Kemiskinan tidak hanya sekadar isu keuangan. Ini meliputi 

keterjangkauan terhadap pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang 

cukup, tempat tinggal yang memadai, serta pekerjaan yang stabil. 

Kemiskinan juga menunjuk pada minimnya akses terhadap pendidikan yang 

berkualitas. Banyak anak dari keluarga yang kurang mampu mungkin 

mengalami kendala dalam memperoleh pendidikan yang sesuai, yang akan 

memengaruhi prospek masa depan mereka (Pratama, 2023). 

Kesenjangan pendidikan merupakan bentuk ketidaksetaraan akses, 

partisipasi, dan kualitas layanan pendidikan yang dialami oleh kelompok 

masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Kemiskinan 

memainkan peran sentral dalam memperlebar kesenjangan ini, karena 

terbatasnya pendapatan rumah tangga membatasi kemampuan keluarga 

untuk membiayai pendidikan anak dan mengakses fasilitas yang memadai 

(Sirait & Leorince, 2024). Dalam banyak kasus, kemiskinan tidak hanya 

menciptakan hambatan material seperti kurangnya buku dan sarana belajar, 

tetapi juga membatasi aspirasi dan keterlibatan orang tua dalam proses 

pendidikan. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan intergenerasional di 

mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami hambatan yang 

sama dalam mencapai pendidikan tinggi seperti yang dialami oleh generasi 

sebelumnya (White & Lee, 2020). 
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Selain faktor ekonomi, ketimpangan geografis juga menjadi faktor 

krusial yang memengaruhi akses terhadap pendidikan. Letak geografis, 

seperti tinggal di daerah terpencil, pegunungan, atau perdesaan, berdampak 

langsung terhadap ketersediaan lembaga pendidikan, jarak tempuh siswa, 

dan kualitas layanan pendidikan yang diterima (Aziza et al., 2025). 

Ketimpangan ini seringkali diperburuk oleh kelemahan dalam infrastruktur 

transportasi dan rendahnya perhatian kebijakan terhadap daerah pinggiran. 

Sebaliknya, inklusi sosial dalam pendidikan merupakan prinsip yang 

menekankan keterlibatan penuh dan setara bagi semua kelompok sosial, 

terutama mereka yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi, budaya, 

atau disabilitas. Dalam konteks ini, lembaga sosial memainkan peran penting 

sebagai agen perubahan yang dapat menjembatani ketimpangan sosial dan 

spasial tersebut (Köse et al., 2023). 

Ketimpangan geografis terbukti memiliki pengaruh signifikan 

terhadap akses dan capaian pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan 

menengah dan tinggi. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa siswa yang 

tinggal dalam radius 10 kilometer dari universitas memiliki kemungkinan 

jauh lebih tinggi untuk mendaftar dibandingkan mereka yang tinggal sejauh 

40 kilometer, dengan rasio peluang mencapai 10,89 . Temuan serupa di Italia 

menunjukkan bahwa akses geografis terhadap pendidikan menengah atas 

masih menjadi hambatan besar bagi siswa pedesaan, yang tidak dapat diatasi 

hanya dengan meningkatkan infrastruktur digital atau status ekonomi 

(Bruno et al., 2022). Di Tiongkok, praktik konsolidasi sekolah dasar di 

wilayah pedesaan justru memperburuk akses karena siswa harus menempuh 

jarak lebih jauh melintasi medan yang sulit, memperlihatkan ketidakadilan 

spasial dalam distribusi lembaga pendidikan (Zhu et al., 2023). Sementara 

itu, Analisis lokasi merupakan sarana yang penting untuk menentukan pola-

pola lokasi dalam mutu pendidikan. Regresi lokasi, contohnya, merupakan 

suatu metode statistik yang memfasilitasi pemahaman hubungan antara 

variabel dengan memperhitungkan jarak geografis dapat secara signifikan 

meningkatkan akses pendidikan (R. Jannah, 2025). 

Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan melalui kebijakan 

inklusif sering kali menghadapi hambatan struktural, metodologis, dan 

politik yang kompleks. Secara struktural, banyak kerangka hukum dan 

kebijakan lebih berpihak kepada kelompok berpengaruh, sehingga kebijakan 
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redistributif sulit dijalankan secara efektif (Weisbach, 2023). Selain itu, 

keterbatasan alokasi sumber daya sosial menyebabkan lemahnya dukungan 

terhadap kelompok marjinal (Eliakimu & Mans, 2022). Dari sisi metodologis, 

alat ukur yang digunakan dalam evaluasi sering gagal mencerminkan realitas 

hidup kelompok disabilitas, menyebabkan mereka terpinggirkan dalam 

kebijakan intervensi (Atkin et al., 2023). Kebijakan kesetaraan gender juga 

sering tidak mempertimbangkan kerangka interseksionalitas, sehingga tidak 

efektif menjawab kebutuhan kelompok yang mengalami beragam bentuk 

kerentanan (Jiménez Rodrigo, 2020). Resistensi politik dari kelompok elite 

terhadap kebijakan yang dinilai mengancam kepentingan mereka semakin 

memperumit penerapan kebijakan yang progresif dan berkeadilan (Green & 

Healy, 2022). 

Dalam konteks keterbatasan kebijakan formal, lembaga sosial 

berperan sebagai penggerak alternatif dalam mendorong inklusi pendidikan. 

Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga 

sebagai ruang solidaritas dan penguatan kemampuan manusia melalui 

pendidikan formal, informal, dan non-formal (Abdullah, 2022). Di Australia, 

misalnya, kebijakan penghapusan segregasi pendidikan dilaksanakan melalui 

dukungan lembaga masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan 

struktural (Carrington et al., 2022). Di berbagai negara, telah berkembang 

model pusat pendidikan inklusif yang menggabungkan layanan pendidikan 

bagi individu berkebutuhan khusus, meningkatkan status sosial dan ekonomi 

mereka (A. M. Jannah et al., 2021). Solidaritas dalam ruang pendidikan juga 

menjadi praktik penting yang mendorong dialog, kerjasama, dan empati 

antar siswa, memperkuat nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sosial (Arteaga 

et al., 2020). 

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pengaruh kemiskinan, 

ketimpangan geografis, dan keterbatasan kebijakan terhadap kesenjangan 

pendidikan, masih terdapat kekosongan dalam memahami secara sistematis 

bagaimana lembaga sosial dapat berperan secara strategis dan terstruktur 

dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebagian besar studi cenderung 

berfokus pada peran negara atau faktor individu, sementara kontribusi 

lembaga sosial dalam membangun tata kelola pendidikan yang adil, 

kolaboratif, dan berbasis komunitas masih jarang dijadikan fokus utama. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji 
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secara mendalam peran lembaga sosial dalam mengatasi kesenjangan 

pendidikan akibat kemiskinan, dengan menekankan pentingnya intervensi 

berbasis komunitas, kemitraan lintas sektor, dan integrasi kelembagaan yang 

berkelanjutan. 

 

B. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Systematic Literature Review (SLR). Metode ini digunakan untuk 
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil 
penelitian yang relevan mengenai Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi 
Kesenjangan Pendidikan Akibat Kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan 
secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam 
mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari 
database Dimensions (https://app.dimensions.ai) dan Scopus 
(https://www.scopus.com) dengan interval publikasi 6 tahun terakhir untuk 
memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan 
dengan Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan 
Akibat Kemiskinan. 

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk 
memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang 
dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan 
dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara 
khusus membahas Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan 
Pendidikan Akibat Kemiskinan; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 6 tahun 
terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap 
dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Prosedur penelitian 

 
Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, 
analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. 
Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang 
dibahas, yaitu Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan 
Pendidikan Akibat Kemiskinan. Kriteria kelayakan ditentukan untuk 
menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan 
seperti “(Lembaga Sosial dan Kesenjanjangan pendidikan dan Pengurangan 
Kemiskinan) OR (Social Institutions AND Educational Inequality AND 
Poverty Reduction)”. Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan 
filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-
2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak 
VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema 
dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer 
diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Peran 
Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Akibat 
Kemiskinan. 
 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Seleksi Data 

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 367,875 data, 
meliputi data open access sebanyak 73,257 data dan sisanya adalah close 
access. Dari 73,257 data tersebut, terdapat 43,846 data merupakan artikel 
dan 29,404 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 
24,463 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah 
data tersebut sesuai dengan Gambar 2. 
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Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade 

 
Gambar 2 menunjukkan bahwa tren jumlah publikasi dari tahun 2020 

hingga 2025 yang berkaitan dengan topik “Social Institutions And 
Educational Inequality and Poverty Reduction”, berdasarkan data dari 
Dimensions.ai. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan 
yang konsisten dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 
2024. Pada tahun 2020, jumlah publikasi berada di kisaran 3.100, kemudian 
meningkat signifikan pada tahun 2021 dan terus bertambah setiap tahun 
hingga mencapai sekitar 5.500 publikasi pada tahun 2024. Namun, pada 
tahun 2025, terdapat penurunan yang sangat tajam dengan jumlah publikasi 
turun drastis menjadi sekitar 2.300. Penurunan ini kemungkinan besar 
disebabkan oleh fakta bahwa data untuk tahun 2025 belum lengkap, 
mengingat grafik ini diekspor pada tanggal 21 Juni 2025, sehingga publikasi 
yang akan dirilis di paruh kedua tahun tersebut belum tercatat sepenuhnya. 
Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan pertumbuhan minat terhadap 
topik tersebut dalam empat tahun terakhir, dengan catatan bahwa angka 
tahun 2025 masih bersifat sementara. 

 
2. Network Visualization of Data  

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan 
dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian 
dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3. 
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Gambar 3. Network visualization dari variabel penelitian 

 
Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variable yang diteliti 

selama 6 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang 
berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi dari setiap variabel 
adalah sebagai berikut : 

a. Green Cluster (Kemiskinan, Pendapatan Rumah Tangga, dan 

Kesenjangan Ekonomi) 

Klaster hijau berfokus pada aspek struktural ekonomi seperti income, 

household, wealth, rural area, province, china, europe, mechanism, dan 

dimension. Kata kunci ini mengarahkan kita pada studi tentang 

ketimpangan ekonomi antar wilayah serta keterkaitannya dengan 

kondisi rumah tangga. Interpretasi; Klaster hijau menggambarkan 

hubungan antara kondisi ekonomi rumah tangga dengan 

ketimpangan sosial. Fokus pada "income", "household", dan "wealth" 

menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi salah satu akar 

dari permasalahan sosial lainnya, termasuk pendidikan dan 

kesehatan. Aspek spasial juga menjadi perhatian, misalnya 

ketimpangan antar wilayah seperti rural area atau antar negara 

seperti china dan india. 

b. Blue Cluster (Analisis Data Kesehatan dan Implikasi Demografis) 

Dalam klaster biru, muncul kata seperti social determinant, health 
outcome, age, death, adult, dan provision. Ini menyoroti pentingnya 
faktor-faktor sosial yang menentukan kondisi kesehatan dan 
Pendidikan. Interpretasi; Klaster ini menekankan aspek kuantitatif 
dan analitis dari studi kesehatan masyarakat. Penggunaan istilah 
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seperti "variable", "association", dan "basis" menunjukkan 
pendekatan berbasis data dan statistik dalam memahami relasi 
antara determinan sosial dan hasil kesehatan. Klaster ini juga 
menghubungkan aspek demografis seperti usia dan kelompok 
pendidikan dalam analisis kebijakan publik. 

c. Red Cluster (Kesehatan Masyarakat dan Ketimpangan Sosial) 

Klaster ini mendominasi pada practice, action, public policy, health 
policy, care, association, prevalence, mortality, dan health outcome. 
Interpretasi: Klaster ini merepresentasikan dimensi sosial-kesehatan 
dalam konteks ketimpangan. Fokus utamanya adalah pada 
determinan sosial kesehatan dan praktik-praktik kebijakan 
kesehatan publik. Kata-kata seperti "prevalence", "mortality", dan 
"health outcome" menunjukkan perhatian terhadap dampak 
ketimpangan sosial terhadap status kesehatan kelompok rentan 
(anak, remaja, dewasa). Klaster ini juga menyinggung peran 
kebijakan publik (health policy) dan implikasinya terhadap layanan 
dan hasil kesehatan. 

d. Yellow Cluster (Kebijakan Global dan Tantangan Pembangunan 

Berkelanjutan) 

Klaster ini memuat kata seperti challenge, stakeholder, sdgs, goal, 

nation, climate change, sustainable development, dan policymaker. 

Klaster ini mencerminkan diskursus global mengenai pembangunan 

inklusif dan peran lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan dan 

kesenjangan pendidikan melalui kerangka kerja Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Interpretasi; Klaster ini 

menunjukkan kerangka makro dan normatif terkait keberlanjutan, 

tantangan kebijakan global, serta tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs). Klaster ini relevan dengan diskursus global tentang 

pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, yang membutuhkan 

sinergi antar bangsa, pemangku kepentingan, dan pembuat 

kebijakan. Fokusnya adalah pada tantangan implementatif dari 

berbagai goal yang telah ditetapkan di tingkat internasional.. 

 

Berdasarkan pembagian klaster tersebut, para peneliti dapat melakukan 
studi yang lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut : 
a. Dinamika Ketimpangan Ekonomi sebagai Akar Kesenjangan 

Pendidikan 

Distribusi pendapatan rumah tangga memiliki keterkaitan yang erat 

dengan akses terhadap pendidikan, di mana pendidikan berperan sebagai 
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determinan utama dalam pembentukan status ekonomi suatu keluarga. 

Beberapa penelitian menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

dalam suatu keluarga, semakin besar pula potensi pendapatan rumah 

tangga, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki korelasi lebih kuat 

antara pendidikan dan penghasilan (N. Li, 2023). Kebijakan investasi 

pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia turut berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dengan 

memperkuat daya saing individu di pasar tenaga kerja (Xu, 2024). Namun, 

dalam konteks negara berkembang seperti India, disparitas sosial-ekonomi 

dan geografis masih membatasi akses pendidikan prasekolah bagi kelompok 

masyarakat kurang mampu, sehingga memperkuat transmisi ketimpangan 

pendidikan lintas generasi (Choudhury et al., 2023); (X. Li et al., 2023). 

Ketimpangan geografis juga menjadi faktor determinan dalam 

ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan 

bahwa lokasi geografis yang terpencil atau secara struktural tertinggal 

memiliki keterbatasan dalam infrastruktur pendidikan, seperti di Godomey 

dan berbagai wilayah pedesaan di India, yang menyebabkan kesenjangan 

literasi dan keterlambatan pencapaian Pendidikan (Laurent Sévimi Coffi Éric 

et al., 2022); (Takher, 2024). Faktor jarak dan keterjangkauan institusi 

pendidikan tinggi terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 

mahasiswa, sebagaimana diungkap dalam studi (White & Lee, 2020). Selain 

itu, studi yang dilakukan di Inggris dan Tiongkok menegaskan bahwa anak-

anak dari kelompok minoritas atau wilayah yang kurang berkembang 

cenderung menempuh pendidikan di institusi yang memiliki kualitas lebih 

rendah, mencerminkan interaksi antara faktor geografis dan status sosial 

ekonomi (Cara, 2022); (Han et al., 2023). 

Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan 

ekonomi bukan hanya memengaruhi daya beli keluarga terhadap 

pendidikan, melainkan juga memperluas jarak struktural yang membatasi 

akses pendidikan yang berkualitas bagi kelompok rentan. Keterbatasan 

pendapatan menyebabkan rendahnya investasi keluarga dalam pendidikan 

anak, sedangkan lokasi geografis memperparah ketimpangan tersebut 

melalui minimnya infrastruktur dan akses layanan pendidikan. Situasi ini 

menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketimpangan pendidikan, di 

mana generasi berikutnya mewarisi keterbatasan yang sama. Dengan 

demikian, dinamika ketimpangan ekonomi harus dipahami sebagai akar 

sistemik dari kesenjangan pendidikan, yang hanya dapat diatasi melalui 
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intervensi kebijakan yang menyasar secara simultan aspek ekonomi, spasial, 

dan kelembagaan. 

 

b. Peran Strategis Lembaga Sosial dalam Merespons Ketimpangan 

Intervensi lembaga sosial dalam penyediaan layanan pendidikan 

alternatif memainkan peran krusial dalam mengurangi disparitas 

pendidikan serta meningkatkan retensi siswa, khususnya di kalangan 

kelompok rentan. Pekerja sosial berperan penting dalam menurunkan 

angka putus kuliah dengan mengatasi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan 

personal yang memengaruhi partisipasi siswa dalam pendidikan tinggi 

(Santana & Montesdeoca, 2021). Dukungan non-akademik seperti kegiatan 

ekstrakurikuler dan pembinaan sosial terbukti meningkatkan kinerja 

akademik dan kemampuan adaptasi sosial siswa migran (Qiang et al., 2022). 

Metodologi pendidikan alternatif, seperti Learning-Service, yang 

mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam pembelajaran akademik, 

menunjukkan efektivitas dalam membangun keterampilan sosial dan 

praktik inklusi pada mahasiswa pendidikan jasmani maupun psikologi (Solà 

Santesmases, 2022); (Quiterio et al., 2023). Pendidikan formal, informal, 

dan non-formal yang terintegrasi dalam sistem kelembagaan pendidikan 

turut memperluas cakupan transformasi sosial yang menyasar 

keberagaman latar belakang peserta didik (Abdullah, 2022). 

Kerja sama lintas sektor antara lembaga sosial dan pemerintah kian 

diakui sebagai pendekatan strategis dalam menjawab tantangan sosial yang 

kompleks, termasuk dalam bidang pendidikan. Model kolaborasi ini 

melibatkan kemitraan antara sektor publik, lembaga non-profit, dan swasta 

dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik. Beragam bentuk 

kolaborasi, seperti Public-Private Partnership (PPP), outsourcing layanan, 

hingga penyedia layanan publik independen, memberikan karakteristik tata 

kelola yang adaptif (Qaedi Aqsa & Nugroho, 2023). Pengukuran efektivitas 

kolaborasi lintas sektor di Indonesia, khususnya dalam pencegahan 

stunting, menunjukkan pentingnya indikator tata kelola, administrasi, dan 

kemitraan yang tervalidasi secara statistik (Balqis et al., 2024). Studi kasus 

respons COVID-19 di Singapura dan transisi energi di Jerman menunjukkan 

bahwa keberhasilan kolaborasi lintas sektor bergantung pada tujuan 

bersama, kepercayaan timbal balik, dan mekanisme koordinasi yang 

fleksibel (Kim et al., 2022); (Behnke & Hegele, 2024). 



Peran Lembaga Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Akibat Kemiskinan  

Nadila Putri1; Muhammad Riski Smith2; Muhammad Ikbal3; Apryanti4 

 

JID-The Indonesian Journal of the Social Sciences {307 

Interpretasi dari rangkaian temuan ini menegaskan bahwa lembaga 

sosial memiliki posisi strategis sebagai aktor transformatif dalam mengatasi 

ketimpangan pendidikan. Peran mereka tidak hanya terbatas pada 

penyediaan layanan alternatif, tetapi juga sebagai penghubung antara 

komunitas marjinal dan sistem pendidikan formal yang lebih luas. 

Kolaborasi lintas sektor memperluas kapasitas kelembagaan untuk 

menjangkau kelompok rentan, terutama ketika pemerintah sendiri 

menghadapi keterbatasan struktural. Namun demikian, keberhasilan 

strategi ini bergantung pada harmonisasi kebijakan, sinergi antar aktor, dan 

penghapusan sekat birokrasi yang masih menghambat inovasi layanan. 

Dengan demikian, peran strategis lembaga sosial dalam merespons 

ketimpangan menjadi krusial dalam membentuk sistem pendidikan yang 

lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

 

c. Transformasi Kebijakan dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. 

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam 
kebijakan pendidikan menjadi langkah strategis dalam membentuk masa 
depan yang berkelanjutan. Berbagai kerangka pendidikan global telah 
mengadopsi prinsip-prinsip SDGs sebagai inti dari reformasi kebijakan, 
sebagaimana terlihat dalam National Education Policy 2020 India yang 
menekankan inklusivitas dan akses pendidikan berkualitas sebagai wujud 
komitmen terhadap SDG 4 (Tushar Dhar Shukla et al., 2023), serta European 
Green Deal yang menempatkan pendidikan berkelanjutan sebagai instrumen 
utama dalam menghadapi perubahan iklim dan membentuk 
kewarganegaraan global (Zotti, 2022). Pada tingkat pendidikan tinggi, 
universitas di Eropa dan Amerika Latin semakin banyak mengintegrasikan 
SDGs ke dalam kurikulum dan kegiatan penelitian, memperkuat kontribusi 
lembaga pendidikan terhadap pembangunan berkelanjutan (Alcántara-Rubio 
et al., 2022). Selain itu, pendidikan lingkungan berbasis SDGs telah 
dikembangkan untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan, sebagaimana 
diusulkan dalam kebijakan pendidikan lingkungan di Meksiko (Bravo 
Serrano & Rangel Ángeles, 2023). 

Meskipun komitmen terhadap TPB dalam sektor pendidikan terus 
meningkat, implementasi kebijakan yang inklusif masih menghadapi 
tantangan struktural di berbagai konteks. Minimnya sumber daya fisik yang 
ramah disabilitas menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pendidikan 
inklusif, sementara sektor industri juga terkendala dalam mewujudkan 
praktik berkelanjutan karena keterbatasan finansial dan teknologi (Bibiana 
et al., 2020); (Kindzers’kyi, 2020). Selain itu, kurangnya pelatihan dan 
pengembangan profesional bagi guru menjadi hambatan signifikan dalam 
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mendukung siswa berkebutuhan khusus (Prathama et al., 2022); (Arias et al., 
2023). Kebijakan yang ada pun seringkali tidak memiliki kerangka kerja yang 
kuat dan mekanisme penegakan yang efektif, mengakibatkan penerapan 
yang tidak merata antar wilayah dan institusi (Ab Rahman & Abd Aziz, 2020). 
Tanpa dukungan pemerintah yang solid dan panduan pelaksanaan yang jelas, 
kebijakan inklusif sulit mencapai tujuannya. 

Interpretasi dari hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
transformasi kebijakan menuju pembangunan berkelanjutan tidak hanya 
memerlukan komitmen normatif, tetapi juga reformasi struktural yang 
menjawab hambatan implementatif secara konkret. Integrasi SDGs ke dalam 
kebijakan pendidikan merupakan inisiatif penting, namun tanpa dukungan 
berupa pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan 
operasional yang kuat, maka pelaksanaannya berisiko menjadi simbolik 
semata. Transformasi ini menuntut pendekatan sistemik, yakni sinergi 
antara lembaga pendidikan, sektor industri, dan pemerintah dalam 
menciptakan kebijakan yang inklusif, terukur, dan adaptif. Dalam konteks ini, 
agenda pembangunan berkelanjutan harus dilihat sebagai proses dinamis 
yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis secara 
harmonis dalam sistem pendidikan dan tata kelola kebijakan. 
 

D. Conclusion 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan merupakan manifestasi dari 

dinamika ketimpangan ekonomi yang bersifat sistemik dan multidimensional. 

ketimpangan pendidikan juga memiliki akar struktural yang kuat dalam 

dinamika ketimpangan ekonomi dan spasial, yang secara langsung 

mempengaruhi akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok 

rentan. Keterbatasan pendapatan keluarga serta ketimpangan geografis 

memperdalam eksklusi pendidikan, khususnya bagi kelompok marjinal. Dalam 

konteks ini, lembaga sosial memainkan peran strategis sebagai katalisator 

perubahan sosial melalui penyediaan layanan pendidikan alternatif dan 

jembatan akses menuju sistem pendidikan formal. Di sisi lain, transformasi 

kebijakan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) hanya akan 

efektif apabila dibarengi dengan reformasi struktural dan komitmen lintas 

sektor yang kuat. Oleh karena itu, intervensi pendidikan yang inklusif dan 

berkelanjutan harus memadukan dimensi ekonomi, spasial, dan kelembagaan 

secara simultan dan sinergis. 

Urgensi riset masa depan terletak pada pengembangan model 
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integratif kolaborasi antara lembaga sosial, pemerintah daerah, dan sektor 

swasta dalam mengurangi kesenjangan pendidikan akibat kemiskinan 

struktural. Selain itu, diperlukan studi longitudinal yang menilai efektivitas 

kebijakan pendidikan berbasis SDGs dalam menjangkau kelompok rentan di 

wilayah dengan disparitas geografis dan ekonomi tinggi. 
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